BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR ¢y TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

a. bahwa dengan berlakunya Peraturan  Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023
tentang perubahan kedua atas peraturan daerah
kabupaten lampung selatan nomor 7 tahun 2016
tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah
kabupaten lampung sclatan, maka perlu dilakukan
penataan kembali terhadap Pembentukan, Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dalam rangka mendukung
pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau teknis
penunjang  Dinas dan Badan Daerah dalam
meningkatkan pelayanan kepadi daerah agar berjalan
lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu
menetapkan Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Daerah dengan Peraturan

Bupati;

ot

Indonesia Nomor 6955);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik



Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor
4 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas peraturan
daerah kabupaten lampung selatan nomor 7 tahun
2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat
daerah kabupaten lampung selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35);

8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun

2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan
Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI  TENTANG PEMBENTUKAN,
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN.



BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.
2,

10.

11,

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan  daerah
Kabupaten Lampung Selatan .

Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Lampung Selatan.

Dinas adalah perangkat daerah yang merupakan unsur
pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Badan adalah perangkat daerah yang merupakan unsur
penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah di Kabupaten Lampung Selatan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu
pada Dinas atau Badan Daerah.

Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD
adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan
teknis operasional yang secara langsung berhubungan
dengan pelayanan masyarakat di Kabupaten Lampung
Selatan.

Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPTB
adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan
teknis tertentu dalam mendukung pelaksanaan tugas
organisasi induknya di Kabupaten Lampung Selatan.

Kecamatan adalah Kecamatan se-Kabupaten Lampung
Selatan

Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk
melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara
langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan
kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung
pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak sescorang
Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu serta bersifat mandiri,



BAB Il
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGASDAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada :

1. Dinas Pendidikan, terdiri dari :
UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, yaitu:

1) SD Negeri 1 Candimas;
2) SD Negeri 2 Candimas;
3) SD Negeri 3 Candimas;
4) SD Negeri 1 Way Sari;

5) SD Negeri 1 Branti Raya;
6) SD Negeri 2 Branti Raya,
7) SD Negeri 3 Branti Raya,
8) SD Negeri 4 Branti Raya;
9) SD Negeri 1 Sukadamai,

10) SD Negeri 3 Sukadamai;
11) SD Negeri 4 Sukadamai,
12) SD Negeri 1 Negara Ratu;
13) SD Negeri 2 Negara Ratu;
14) SD Negeri 3 Negara Ratu;
15) SD Negeri 1 Natar;

16) SD Negeri 2 Natar;

17) SD Negeri 3 Natar,

18) SD Negeri 4 Natar;

19) SD Negeri 1 Merak Batin;
20) SD Negeri 2 Merak Batin;
21) SD Negeri 3 Merak Batin;
22) SD Negeri 4 Merak Batin;
23) SD Negeri 5 Merak Batin;
24) SD Negeri 1 Kalisari;

25) SD Negeri 2 Kalisari,

26) SD Negeri 1 Rulung Raya;
27) SD Negeri 2 Rulung Raya,;
28) SD Negeri 3 Rulung Raya;
29) SD Negeri 1 Rulung Sari;
30) SD Negeri 2 Rulung Sari;
31) SD Negeri 1 Rulung Mulya;
32) SD Negeri 2 Rulung Mulya;
33) SD Negeri 1 Rulung Helok;
34) SD Negeri 1 Rejosari;

35) SD Negeri 3 Rejosari;

36) SD Negeri 4 Rejosari;

37) SD Negeri 1 Tanjung Sari,
38) SD Negeri 2 Tanjung Sari;
39) SD Negeri 1 Bandarejo,
40) SD Negeri 2 Bandarejo;



449) SD Negeri 3 Kalianda

450) SD Negeri 4 Kalianda

451) SD Negeri 1 Taman Agung
452) SD Negeri 2 Taman Agung
453) SD Negeri 1 Kecapi

454) SD Negeri 2 Kecapi

455) SD Negeri 1 Bulok

456) SD Negeri 2 Bulok

457) SD Negeri 1 Kedaton

458) SD Negeri Margacatur

459) SD Negeri Sukatani

460) SD Negeri Negeri Pandan
461) SD Negeri Munjuk Sempurna
462) SD Negeri Pauh Tanjung Iman
463) SD Negeri Pematang

464) SD Negeri Kesugihan

465) SD Negeri Bumi Agung

466) SD Negeri Kecil Babulang
467) SD Negeri Sumur Kumbang
468) SD Negeri Agom

469) SD Negeri Gunung Terang

UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama, yaitu:

1) SMP Negeri 1 Natar
2) SMP Negeri 2 Natar
3) SMP Negeri 3 Natar
4) SMP Negeri 4 Natar
5) SMP Negeri 5 Natar
6) SMP Negeri 6 Natar
7) SMP Negeri 1 Jati Agung
8) SMP Negeri 2 Jati Agung
9) SMP Negeri 3 Jati Agung

10) SMP Negeri Satu Atap 1 Jati Agung
11) SMP Negeri Satu Atap 2 Jati Agung
12) SMP Negeri Satu Atap 3 Jati Agung
13) SMP Negeri 1 Tanjung Bintang

14) SMP Negeri 2 Tanjung Bintang

15) SMP Negeri 3 Tanjung Bintang

16) SMP Negeri 1 Katibung

17) SMP Negeri 2 Katibung

18) SMP Negeri 3 Katibung

19) SMP Negeri 4 Katibung

20) SMP Negeri 1 Sidomulyo

21) SMP Negeri 2 Sidomulyo

22) SMP Negeri 3 Sidomulyo

23) SMP Negeri Satu Atap 1 Sidomulyo
24) SMP Negeri Satu Atap 2 Sidomulyo
25) SMP Negeri Satu Atap 3 Sidomulyo
26) SMP Negeri 1 Palas

27) SMP Negeri 2 Palas



28)  SMP Negeri 3 Palas

29) SMP Negeri Satu Atap 1 Palas

30) SMP Negeri 1 Penengahan

31) SMP Negeri 2 Penengahan

32) SMP Negeri 1 Merbau Mataram

33) SMP Negeri 2 Merbau Mataram

34) SMP Negeri 3 Merbau Mataram

395) SMP Negeri Satu Atap 1 Merbau Mataram
36) SMP Negeri 1 Candipuro

37) SMP Negeri 2 Candipuro

38) SMP Negeri Satu Atap 1 Candipuro
39) SMP Negeri 1 Rajabasa

40) SMP Negeri 2 Rajabasa

41) SMP Negeri 1 Sragi

42)  SMP Negeri 2 Sragi

43) SMP Negeri 3 Sragi

44 SMP Negeri Satu Atap 1 Sragi

45) SMP Negeri 1 Ketapang

46) SMP Negeri 2 Ketapang

47) SMP Negeri 3 Ketapang

48) SMP Negeri Satu Atap 1 Ketapang
49) SMP Negeri 1 Bakauheni

50) SMP Negeri 2 Bakauheni

51) SMP Negeri Satu Atap 1| Bakauheni
52) SMP Negeri 1 Tanjung Sari

53) SMP Negeri 2 Tanjung Sari

54) SMP Negeri Satu Atap 1 Tanjung Sari
55) SMP Negeri 1 Way Sulan

56) SMP Negeri 1| Way Panji

57) SMP Negeri 1 Kalianda

58) SMP Negeri 2 Kalianda

59)  SMP Negeri 3 Kalianda

60) SMP Negeri Satu Atap 1 Kalianda
61) SMP Negeri Satu Atap 2 Kalianda
62) SMP Negeri Satu Atap 3 Kalianda
63) SMP Negeri Satu Atap 4 Kalianda

3. UPTD Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), vaitu :

1) PAUD Negeri Pembina Kalianda;
2) PAUD Negeri Pembina Tanjung Bintang; dan
3) PAUD Negeri Percontohan Candipuro.

2. Dinas Kesehatan, terdiri dari :
a. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), vaitu :

1) Puskesmas Kalianda;
2) Puskesmas Way urang;
3) Puskesmas Rawat Inap Rajabasa;
4) Puskesmas Rawat Inap Penengahan;
5) Puskesmas Rawat Inap Bakauheni;
6) Puskesmas Rawat Inap Ketapang;
7) Puskesmas Palas;
8) Puskesmas Rawat Inap Bumi Daya;



(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 88

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD ditetapkan
berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan
keterampilannya;

Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk olch Kepala Dinas atau Kepala Badan
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Jumlah jabatan fungsional dibentuk berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 89

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai
UPTD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai
dengan bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 90

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang
dipimpinnya.

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan

sistem pengendalian internal dilingkungan masing-
masing.

Kepala UPTD  bertanggungjawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi
dibawahnya.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

d.

Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 61 Tahun
2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah
Kabupaten Lampung Selatan;

Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 34 Tahun
2019 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati
Lampung Selatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung
Selatan;

Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Lampung Selatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung
Selatan;

Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 45 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Lampung Selatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung
Selatan;

Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 20.1 Tahun
2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati
Lampung Selatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung
Selatan;

Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 17.1 Tahun
2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati
Lampung Selatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung
Selatan;

Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 2501 Tahun
2022 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati
Lampung Selatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung
Selatan; dan

Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun
2023 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati
Lampung Selatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung
Selatan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 92

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 29 Me/ 2024

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 29 Mel 2024

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

N LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 279./



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
UPTD SATUAN PENDIDIKAN NOMOR  : 4.1 TAHUN 2024
SEKOLAH DASAR TANGGAL . ~ &9 Mel 2024
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPALA SEKOLAH

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

FUNGSIONAL UMUM /
PELAKSANA




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN Il : PERATURAN BUPAT! LAMPUNG SELATAN
UPTD SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR - ef TAHUN 2024
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TANGGAL - & 29 Mei 2024
T LIN ELATAN
KEPALA SEKOLAH
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
FUNGSIONAL UMUM /
PELAKSANA
BU AMPUNG SELATAN,

A PN



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN Il : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
UPTD SATUAN PENDIDIKAN NOMOR : &l TAHUN 2024
ANAK USIA DINI (PAUD) TANGGAL : &8 Ms| 2024

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPALA SEKOLAH

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

FUNGSIONAL UMUM /
PELAKSANA
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